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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belaka ng

Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau yang lebih

s i e

ikenal dengan peranan sekior publik, menjadi suatu analisis yang penting dan menarik
i
ntuk dikaji saal ini. Sebab krisis ckonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997
:ingga sekarang, telah melahirkan krisis multidimensi, dan hal ini telah memberikan

lampak terhadap aktivitas perekonomian Indonesia diberbagai sektor. Dampak itu antara

I
ain penurunan daya beli masyarakat (purchasing power), lesunya investasi dunia usaha,

I
ian lainnya, sehingga terjadi penurunan kinerja perekonomian Indonesia secara makro

|
maupun mikro. Hal ini juga berdampak pada penurunan pembiayaan pembangunan, baik
|
1
pembangunan nasional yang dibiayai dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja

ILI egara), maupun yang dibiayai dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

[ Peranan anggaran belanja pembangunan sebagai bagian dari angparan pendapatan
dan belanja daerah, merupakan suatu instrumen yang memegang peranan penting dalam
"rmcng.implcmemasikan kebijakan ekonomi pemerintah daerah, baik dalam rangka
J|::-Et‘i:|.r1.=.li:nggarafmu pemerintahan maupun pembangunan daerah. Anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) merupakan bagian dari sistem kebijakan daerah, yang berperan
\dalam menterjemahkan secara operasional keputusan politik dan rencana strategis

\(Renstra) pembangunan nasional. Terjemahan itu selanjutnya dijabarkan oleh daerah-

gldaerﬂh di seluruh Indonesia, melalui pola dasar pembangunan daerah (Poldas) dan

lainnya {Renstra, RPIM, RPJP).




Secara umum peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN
aupun APBD khususnya pengeluaran untuk human invesiment dan infrastruktur fisik,
apat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran
amerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan, Hal ini sangat tergantung pada
sjauh mana produktivitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang
itimbulkannya.

Dalam konteks ini. aktivitas pemerintah baik secara langsung maupun tidak
angsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yang dihasilkan, Walau terdapat
eherapa cara penting yang dapat dilakukan, agar alokasi anggaran pemerintah dapat
pnendorong dan meningkatkan total output (PDRE) itu, seperti melalui penyediaan
nfrastruktur, barang-barang publik, layanan publik, dan insentif pemerintah terhadap
junia usaha seperti subsidi ekspor, dan sebagainya.

Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat, pada
lasarnya dapat dilakukan dengan memberdayakan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki
iaerah tersebut, dengan senantiasa memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 tabun
1999 tentang desentralisasi, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu
menghasilkan kebijakan pembangunan yang melibatkan semua pihak (Stakeholders).
Keterlibatan semua pihak memberi harapan, kiranya hasil kebijakan itu dapat dirasakan
oleh semua lapisan masyarakat, sekaligus dengannya diharapkan dapat mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.




Pemerintah diketahui memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan
@maan pembangunan di suatu daerah, karena melalui instrumen pengeluaran,
r;lerinlah dapat berperan menjamin suatu keputusan yang meny.angkut pengalokasian
.égar:an yang terbatas. Keputusan itu tentu telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan
n efek yang akan ditimbulkannya, terhadap aktivitas perckonomian secara keseluruhan.

Anggaran belanja pembangunan disusun dalam kerangka pelaksanaan prinsip
iggaran berimbang yang dinamis disatu sisi dan memiliki fungsi stabilisator disisi lain,

I
ang diharapkan mampu menjadi sumber pengaman dalam upaya menjaga keserasian

|
ntara pengeluaran dan penerimaan daerah. Keberimbangan yang dinamis dari fungsi

t.;ihi]iﬁ.au;:r itu, diharapkan dapat memantapkan stabilitas pembangunan ekonomi
E;kaligus menjamin berlangsungnya pembangunan daerah yang berkesinambungan ke
I‘;EEEI. depan.

i Sebagai akselerator pembangunan, strateg kebijakan alokasi anggaran belanja
semhangunan celalu diarahkan untuk makin menunjang pemerataan pembangunan dan

|
1asil-hasilnya secara lebih adil, merata, serta meluas. Hal itu betujuan mencegah

F.
pelebaran kesenjangan (gap) tingkat pendapatan, baik antar daerah, individu, maupun

:\m:ar sektor. Upaya pencapaian pemerataan pembangunan antar sektor dapat
dilaksanakan, antara lain melalui peningkatan keterkaitan dan keterpaduan alokasi
Ipv:mhiay:aan proyek-proyek pembangunan antar sektor ekonomi. Keterkaitan dan
Tlmtcrpaduan terutama antara sektor industri dan jasa, mampu menopang selctor pertanian
[sahagai selctor basis di propinsi ini (Sulawei Selatan). Langakah itu diharapkan secara

‘bertahap dapat menciptakan kesinambungan peranan dan kontribusi ketiga sektor

ekonomi, dalam pencapaian nilal tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang tinggi,




engan harapan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam

jasyarakat.

! Sebagai dinamisator pembangunan, anggaran belanja pembangunan diharapkan

nampu menunjang berkembangnya polensi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
u'é['al'lg'llﬁgﬂt sebapai salah satu sumber pembiayaan investasi di scktor pemerintah, jumlah
lan alokasi anggaran pembangunan sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan
:‘r_ereknnnmian daerah. Wujud investasi itu terkail dengan pembangunan kegialan-

kegiatan yang memang tidak dapat dibiayai olch masyarakat dan dunia usaha, seperti
pien].rediaan prasarana dan sarana dasar yang memiliki peran strategis dalam proses
pembangunan daerah. Investasi itupun mencakup pengembangan sumber daya manusia,
s;f.na proyek-proyek pembangunan produktif lainnya, yang dapal menciptakan lapangan
llmrja dan mmdcmng laju pertumbuhan ekonomi wilayah dimaksud.

; Pentingnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk masing-
|

masing sektor, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat, sistematis, serta
;'I'lﬂmpf:r'[imbangkﬂn dan memperhatikan dengan baik skala prioritas yang ingin dicapai.

1
Pelaksanaannya pun harus terarah dan terkendali sesuai sasaran sehingga benar-benar

fherdaj.ra guna dan berhasil guna. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
!harus mencakup perwujudan dari tujuan pembangunan nasional yang terkandung dalam
ptr;lbukwan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan itu adalah menciptakan kemakmuran
dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan

masyarakat daerah tersebut pada khususnya. Hal tersebut yang mendasari pemerintah

propinsi Sulawesi Selatan, sehingga senantiasa meningkatkan dan merumuskan program




perencanaan pembangunan daerah, yang mengacu pada rencana stratcgis pembangunan
daerah (Renstrada).

Data BPS dan BAPPEDA Sul;iwasi Selatan menunjukkan, bahwa realisasi
pengeluaran anggaran pembangunan propinsi Sulawesi Selatan menurut sektor
mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama periode 1992 - 2002. Hal ini dapat
dilihat pada jumlah realisasi anggaran pembangunan pemerintah propinsi Sulawesi
Selatan, adalah sekitar Rp 68.11 Milyar di tahun anggaran 1992/1993 kemudian
meningkat menjadi Rp 347,98 Milyar pada tahun 2002.

Uraian data di atas bila di kaitkan dengan PDRB propinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan harga konstan 1993 yang terjadi sebesar Rp £.088.147,10 (juta rupiah) di

tahun 1994, yang mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 12.187.846,64 (juta

'i rupiah) di tahun 2004. Perbandingan kedua data ini menimbulkan suatu research guestion

yaitu apakah anggaran pembangunan berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB
| propinsi Sulawesi Selatan.

-I; Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam penelitian dan pengkajian ini lebih
!dititik beratkan pada penyusunan APBD, khususnya alokasi anggaran pembangunan

.
| menurut sektor dan bidang dalam menopang kebutuhan daerah. Mengingat alokasi per
'! seklor tersebut akan memperlihatkan berapa anggaran pembangunan yang mengarah ke
fungsi alokasi, distribusi dan stablisasi yang kemudian fungsi-fungsi tersebut dikaitkan
dengan PDRB propinsi, yang dalam konteks ini adalah propinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu judul penelitian yang diajukan adalah : *“Analisis Pengaruh Fungsi

Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Anggaran Pembangunan Terhadap PDREB

' Propinsi Sulawesi Selatan 1994 - 2004™.




1.2,  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang
dibahas dalam studi ini adalah :
I. Bagaimana hubungan dan pengaruh fungsi masing-masing alokasi anggaran terhadap
perkembangan ekonomi (PDRB) propinsi Sulawesi Selatan .
2. Fungsi alokasi anggaran yang manakah lebih signifikan peranannya dalam
membentuk PDRB propinsi Sulawesi Sclatan.
1.3. Tujuan Penclitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh fungsi masing-masing alokasi anggaran
terhadap perkembangan PDRB propinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui funpsi anggaran yang paling signifikan dalam membentuk PDRB

propinsi Sulawesi Selatan.
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1.4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui penparuh fungsi masing-masing alokasi
anggaran terhadap PDRB propinsi Sulawesi Selatan.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah propinsi
Sulawesi Selatan dalam penyusunan proyeksi pengalokasian anggaran tahunan dan
target pertumbuhan ekonomi.

|3. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya terutama yang

berhubungan dengan masalah yang sama, sekaligus menjadi sumbangan pemikiran

yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Keuvangan Negara Secara Teoritis

Defenisi umum dari kevangan negara (public finance) adalah ilmu yang
membicarakan tentang peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak
kebijakan pemerintah dibidang fiskal terhadap perekonomian. Dalam perekonomian
moderen saat ini, kita melihat bahwa ada empat kelompok utama dari subjek ekonomi
vaitu rumah tangga, perusahaan/swasia, pemerintah/negara dan subjek luar negen,
dimana masing-masing subjek ekonomi ini memiliki kepiatan-kegiatan  yang
umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan bagi
anggota-anggota dati subjek ekonomi tersebut.

Pada dasarnya terdapat perbedaan dalam cara pandang antara subjek ekonomi
negara dan subjek ekonomi rumah tangga, walaupun sama-sama memerlukan adanya
pengeluaran untuk membiayai kegiatannya dan harus ada penerimaan (sumber dana)
guna menunjang pengeluarann tersebut. Bagi subjek ckonomi rumah tangga pada
umumnya besarnya pengeluaran tergantung pada besarnya penerimaan (pendapatan)
yang ada. Sebaliknya bagi subjek ekonomi pemerintah/negara, bukan penerimaan
yang menentukan besarnya pengeluaran tetapi justru pengeluaran negara Yang
mempengaruhi besamya penerimaan negara, hal ini terjadi karena harus dapat
menjamin kebutuhan minimum warganya.

Perkembangan ekonomi bangsa-bangsa pada abad ke-20 saat ini, ternyata tidak

ada lagi yang menganul gistim ekstrim yang murni baik itu yang menganut sistim



kapital’s mumi maupun yang menganut sosialis murni. Megara yang semula
menganut kapitalis mumi mulai memandang perlunya peranan pemerintah dalam
perekonomian, sedangkan negara-negara yang semula menganut sistim sosialis murni
mulai memandang dan menghargai kepentingan-kepentingan seria inisiatif-inisiatif
individu.

Ekstein dalam Abu Helmi (2003) mengungkapkan beberapa kelemahan-
kelemahan dari mekanisme pasar yang menyebabkan pemeriniah harus 1kul campur
dalam kegiatan ekonomi :

a). Adanya Barang Kolektif (collective goods)

Barang kolektif adalah barang atau jasa yang secara sederhana tidak dapat
disediakan melalui jual beli di pasar. Barang dan jasa tersebut harus disediakan
bagi orang-orang sebagai golongan dan bukan sebagai individu, dimana
penyediaannya tidak dapat dibatasi hanya pada orang-orang yang bersedia
membayarnya saja. Barang dan jasa demikian itu tidak dapat ditarik dari
konsurnsi apabila ada sebagian orang atau individu vyang menolak untuk
membayarnya, sebagai contoh pertahanan nasional.

Narmun tidak semua barang yang disediakan bagi semua orang diterapkan
juga secara bersama-sama disebut collective goods. Dalam beberapa hal exclusive
principle diterapkan juga, yaitu dalam hal pendidikan misalnya. Dimana
pendidikan disediakan oleh pemerintah bagi setiap anggota masyarakat letapi
hanya orang-orang yang bersedia membayarnya diperkenankan untuk

memanfaatkan jasa-jasa pendidikan yang diberikan oleh pemerintah tersebut.
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Kesimpulannya bahwa dalam hal menghasilkan harang kolektif, swasta
tidak tertarik untuk berkecimpung didalamnya hal ini karena mercka sulit untuk
mendapatkan keuntungan (profit oriented) maka pemerintahlah  yang harus
mengusahakannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat (social orienied).

b). Perbedaan Antara Private cosi dan Social cost

Dalam perekonomian pada umumnya persaingan sempurna merupakan
suatu alat yang dapat memaksimumkan keuntungan (profit) bagi produsen dan
memaksimumkan kepuasan (utilify) bagi konsumen melalui penentuan harga
barang-barang dan jasa-jasa didalam perekonomian  tersebut, Jadi hanya
merupakan alat yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara biaya
feost) dan keuntungan yang diperoleh (henefit).

Bagi seorang produsen swasta dalam hal tertentu tidak harus membayar
semua biaya yang terjadi dalam perekonomian yang timbul karena kegiatannya
dan dilain pihak ia mungkin sekali tidak dapat menarik keuntungan atau manfaat
seluruhnya  yang timbul dari ussha yang sama tersebut. Hanya yang
digunakannya dalam mengambil keputusan tidak akan benar-benar mencerminkan
nilai yang ditimbulkannya dalam perekonomian karena kegiatannya itu. Sehingga
akhirmya keputusan swasta yang didasarkan atas harga tersebut tidak akan
mencapai tujuan masyarakal yang maksimal. Perbedaan ini sering diakibatkan
oleh adanya external economies dan diseconomies. Karena kedua hal ini tidak
dapat dipe:hinmgkan secara langsung sebagai biaya external economies dan

diseconomies maka hal ini harus dibiayai oleh pemerintah.
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c). Adanya Resiko Yang Sangal Besar

Semua orang sebagai individu maupun bersama-sama selalu berusaha
untuk menekan resiko yang mungkin terjadi menjadi sekecil mungkin. Dalam
kenyataannya masing-masing kegiatan atau usaha memiliki resiko sendiri-sendiri,
ada yang resikonya ringan telapi ada pula yang resikonya sangat berat. Umumnya
usaha yang memiliki resiko yang sangat berat tidak akan dijalankan oleh swasta.
Sebapai contoh untuk mendirikan sumber tenaga atom sebapal pembangkit tenaga
listrik, diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang lama untuk
dapat menuai hasil atau manfaatnya. Pemanfaatan hasil dari usaha itu tidak
mungkin dimonopoli oleh seorang yang mengusahakannya, tetapi biasanya oleh
seluruh anggota masyarakat sehingga sudah pasti pihak swasta tidak akan mau
menanggung resiko kegiatan itu. Karena itu pemerintahlah yang cocok untuk
mengusahalkannya.
d). Sifat-Sifat Monopols

Banyak usaha-usaha tertentu yang sebaiknya diusahakan secara monopoli
artinya usaha tersebut dikelola secara profesional oleh sebush organisasi yang
menghasilkan jasa-jasa dan barang-barang untuk kepentingan masyarakat. Jenis
usaha ini mempunyai sifat-sifat tertentu yaitu besaran biaya rata-ratanya selalu
menurun dengan semakin banyaknya barang-barang atan jasa-jasa yang
dihasilkannya {decreasing cosi activities).

Sehingga ketika usaha ini dilakukan oleh banyak perusahaan, maka

mereka tidak akan lagi mendapatkan keuntungan karena dengan pasar tertentu
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jumlah barang yang dihasilkan akan terlalu banyak dan harus dijual pada tingkat
harga vang sangat rendah. Schingga satu-salunya cara adalah barang-barang
seperti itu harus dihasilkan oleh seorang pengusaha tunggal atau seorang
monopolis. Berhubung monopoli selalu menghasilkan kerugian sosial (social
Ioss) dan karena barang tersebut biasanya juga untuk keperluan orang banyak
maka kegiatan tersebut haruslah ditangani oleh pemerintah. Oleh karen itu
monopoli lebih merupakan organisasi yang cocok untuk mewadahi jenis usaha
tersebul, tetapi hendaknya diingat bahwa tanpa campur tangan pemerintah, maka
akan timbul kerugian sosial yang besar dalam masyarakat karena penentuan harga
yang kurang adil oleh monopolis tersebut. Usaha ini misalnya dalam hal
penyediaan listrik, gas telepon, dan sebagainya. Dimana dalam memproduksinya
dikehendaki produksi yang banyak dengan harga yang murah.
¢}. Adanya Inflasi dan Deflasi

Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan inflasi dan deflasi secara
otomatis. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi maupun deflasi dengan
menggunakan kekuasaannya. Pemerintah dapat menggunakan politik fiskalnya
untuk dapat mengendalikan tekanan inflasi ataupun deflasi tersebut. Misalnya
apabila ada kenaikan harga-harga umum (inflasi) maka pemerintah dapat
menjalankan politik fiskalnya melalui penghematan pengeluaran atau peningkatan

penerimaan negara melalui pajak.
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f). Adanya Perkembangan Perusahaan dan Pabrik

Dengan mekanisme pasar perusahaan dan pabrik dapat berkembang tetapi
dengan semakin berkembangnya pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan
tersebut maka kemampuan pengawasannya secara olomalis akan menjadi semakin
lemah sehingga sampai saat tertentu akan mengalami penurunan out pul dan
kesempatan kerja. Perkembangan pabrik atau perusahaan tersebut tidak dapat
dicegah begitu saja melainkan memerlukan campur tangan pemerintah, baik bagi
perkembangannya maupun pengarubnya.
g). Adanya Distribusi Pendapatan Yang Tidak Merata

Mekanisme pasar tidak dapat mempersempit atau mengurangi perbedaan
pendapatan yang semakin tajam dalam masyarakat. Dengan mekanisme pasar
m.;:.ka golongan kaya akan semakin kaya sedangkan polongan lemah akan
semakin miskin dan tertindas. Perusahaan besar melalui persaingan bebas akan
menghancurkan perusahaan kecil yang tidak mampu melakukan persaingan
dengan mereka. Dimana perusahaan besar akan mampu membeli masukan (input)
dengan harga yang mahal dan mampu menjual hasil {ouf puf) dengan harga yang
murah guna menyaingi perusahaan-perusahaan yang kecil.

Dengan melihat kelemahan-kelemahan dari mekanisme pasar diatas maka kita

dapat menyimpulkan bahwa campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam
suatu perekonomian. Sehingga kita dapat menggolongkan bentuk kegiatan campur

tangan pemerintah tersebut menjadi empat kelompok yaitu ;
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1). Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang atau jasa

2).

3).

4).

guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Dimana kegiatan ini untuk memuaskan
kebutuhan-kebutuhan individy, yang secara efekiif tidak dapat dipuaskan melalui
mekanisme pasar.

Kegiatan dalam mengatur redistribusi atau mentransfer penghasilan. Hal ini akan
memberikan koreksi terhadap distribusi pendapatan yang terjadi dalam
masyarakat.

Kepiatan menstabilisasikan perekonomian. Hal ini menggabungkan antara
kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan
perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besamya permintaan agregat
(agregate demand). Sehingga dapat mempertahankan jfull employment dan
menghindari inflasi maupun deflasi.

Kegiatan yang mempercepal petumbuhan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai

kesejahteraan ekonomi.

2.2.  Anggaran Pembangunan Daerah

2.2.1. Pengertian Anggaran Pembangunan Daerah

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan senantiasa mengacu pada
trilogi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan dan stabilisasi). Pemerintah
mengambil beberapa kebijakan penting yang tertuang dalam rencana program
anggaran, terutama yang terkait langsung dengan bidang kevangan pemerintah

atau lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
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Sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah
juga dituntut harus memiliki sejumlah rencana yang matang untuk mencapai
tujuan dan cita-cita yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat, yailu
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Anggaran keuangan bagi daerah
adalah merupakan hal yang sangat substansial dan menjadi penentu bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di daerah. Alckasi anggaran pemerintah
vang lebih dikenal sebagai anggaran keuangan daerah menyangkut tentang
alokasi penerimaan dan pengeluaran yang merupakan rencana dan gambaran
kegiatan serta dinyatakan dalam bentuk angka-angka untuk jangka waktu tertentu
atau biasa disebut budget (APBD).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

~ Keuangan antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD)
adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kesempatan lain DJ. Mamesah (1995) memberikan batasan dan
defenisi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
merupakan suatu rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana disatu
pihak menggambarkan perkiraan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan
proyek-proyek dacrah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain

menggambarkan penerimaan.
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Sedangkan Suparmoko (1987) mendefenisikan bahwa anggaran (budget)
merupakan daflar atau pernyataan yang terperinci tenlang penerimaan dan
pengeluaran yang diharapkan dalam jangka wakiu tertentu. Selanjutnya adapun
batasan defenisi anggaran adalah sebagai rencana operasional tahunan pemerintah
yang merupakan pengajawentahan rencana pembangunan Jangka Menengah
(Repelita) dan Jangka Panjang.

2.2.2. Manfaat Anggaran Pembangunan Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa APBD
mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
Diemikian halnya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah, pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa APBD mempunyai fungsi
olorisasi, perencanaan, pengawasar, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam bab penjelasan PP No. 58 tahun 2005 khususnya pasal 16 ayat 3

disebutkan :

a. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk  menciptakan  lapangan kerja/mengurangi  pengangguran  dan

pemborosan sumber daya, seria meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian.

b. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

15
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c. Fungsi stabilisasi mengandung arli bahwa anggaran pemerintah daerah

menjadi alat untuk memelihara dan  mengupayakan keseimbangan
fundamental perckonomian daerah.

Musgrave dalam Arsyad (1992) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi

keuangan pemerintah yaitu sebagai :

1. Fungsi Alokasi, adalah merupakan proses dimana sumber daya (resources)

nasional yang digunakan untuk barang prival (privafe goods) dan barang
publik (public goods), dimana kedua jenis barang ini sangat dibutuhkan oleh

masyarakat.

. Fungsi Distribusi, pada hakekatnya merupakan penyesuaian terhadap

distribusi kekayaan dan pendapatan untuk menjamin terpenuhinya apa yang
dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadilan. Misi pemerataan
pendapatan yang diemban oleh pemerintah tersebut dilaksanakan melalui sisi
penerimaan maupun sisi pengeluaran dari anggaran. Sisi penerimaan terutama
pada pajak sebagai instrumen bagi pemerintah untuk menyeimbangkan
pembagian pendapatan yaitu dengan melalui pajak penghasilan dengan
struktur tarif progresif. Sisi pengeluaran dari anggaran dapat juga menjadi
instrumen dalam pembagian kembali pendapatan melalui program

pembayaran transfer (transfer paymeni) atau subsidi.

. Fungsi Stabilisasi, penggunaan kebijaksanaan anggaran sehagai suatu alat

untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat

stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi dengan
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memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca

pembayaran.

Sedangkan Kunarjo (1996) menyatakan bahwa penyusunan anggaran

pemerintah daerah (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu .

Fungsi alokasi, dimaksudkan untuk. penyediaan dana yang dibutuhkan
masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh
swasla atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta,

Fungsi distribusi, dimaksudkan sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya
pemerataan  distribusi pendapatan antar warga negara dalam upaya
memperkecil ketimpangan ekonomi.

Fungsi stabilisasi, dimaksudkan sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam
menjamin terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan
harga dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Selanjutnya K. J. Davay dalam Abu Helmi (2003) mengatakan bahwa

terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari alokasi anggaran pemerintah pusat

kepada daerah diantaranya adalah :

1. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebahagian, biaya pelayanan atau program-

program pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional, yaitu vang

dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat

nasional.

Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program-progra dan pelayanan

yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional

17
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memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca
pembayaran.
, Sedangkan Kunarjo (1996) menyatakan bahwa penyusunan anggaran
| pemerintah daerah (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu :
|. Fungsi alokasi, dimaksudkan untuk. penyediaan dana yang dibutuhkan
masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh
; swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta.
, 2. Fungsi distribusi, dimaksudkan sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya
pemerataan  distribusi pendapatan antar warga negara dalam upaya
memperkecil ketimpangan ekonomi.
i 3. Fungsi stabilisasi, dimaksudkan sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam
menjamin terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan
| harga .d&n perttmbuhan ekonomi yang memadai.
Selanjutnya K. J. Davay dalam Abu Helmi (2003) mengatakan bahwa
terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari alokasi anggaran pemerintah pusat
kepada daerah diantaranya adalah :

1. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebahagian, biaya pelayanan atau program-
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program pembangunan yang kepentingannya bersifal nasional, yaitu yang

dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat

nasional.
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2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program-prograim dan pelayanan

yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional
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Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, baik upaya untuk membantu
percepatan perfumbuhan maupun memperkecil ketimpangan anlar wilayah.
Mengendalikan pengeluaran daerah untuk memastikan penyesuaian terhadap
standar kebijakan nasional.

Memantapkan standar pelyanan atau pembangunan yang adil dan merata.
Mengembangkan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah untuk
meningkatkan penerimaan langsung mereka.

Membantu daerah-daerah untuk mengatasi keadaan darurat.

Sedangkan D.J. Mamesah (1995) mengemukakan bahwa, dalam

penyusunan anggaran pemeriniah dacrah (APBD) ada empat prinsip yang harus

diperhatikan :

i

Prinsip kemandirian, dimana adanya usaha unutk meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD) serta adanya upaya ketepatan penggunaan dana yang
tersedia agar dapat mengurangl ketergantungan pada instansi yang lebih
tinggi.

Prinsip prioritas, dimana dalam penyusunan anggaran diupayakan
memperiajam prioritas dalam penggunaan dana.

Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, dimana pengendalian pembiayaan
dan penghematan yang meluas pada prioritas daerah tersebut.

Prinsip disiplin anggaran, dimana setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah
ggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat

yang memperoleh an

guna dan tepat wakiu perlanggung jawabannya, serta tidak melaksanakan
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kegiatan atau proyek yang tidak tersedia atau belum tersedia  kredit
anggarannnya dalam APBD,
2.2.3.  Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan

Dalam upaya membiayai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah khususnya setelah dibelakukannya Undang-Undang Otonomi
Daerah, maka secara paris besar sumber-sumber pembiayaan pembangunan
tersebut berasal dan :

a. Sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, baik dari pemerintah,
swasta dan swadaya masyarakat.

b. Sumber yang berasal dari luar daerah, baik yang berasal dari pemerintah pusat
maupun investasi swasta.

Kunarjo (1996) menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah diberikan melalui dua jalur yaitu dana sektoral
(DIP) dan regional (Inpres), Pembiayan pembangunan melalui sistim DIP
direncanakan melalui sistim bottom up dengan pengambilan kepulusan tingkal
departemen. Prioritas pembangunan berorientasi pada sektor dengan para
pelaksana berasal dari aparatur yang ada di daerah, dimana penentuan pimpinam
proyek ditetapkan oleh Menteri. Dana DIP ini disalurkan melalui departemen
teknis yang mempunyai aparat sendiri di daerah dan tidak melalui pemerintah
daerah. Sedangkan dana pembangunan daerah yang berasal dari dana regional,
dapat diamati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sepenuhnya

(APBD) daerah yang bersangkutan, dimana sumber-sumber penerimaan yang
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berasal dari daerah itu sendiri  terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) seria

bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dalam kesempatan lain K.J. Davay dalam Abu Helmi (2003)

mengunpgkapkan bahwa alokasi angparan dari pemerintah pusat dapal disebut

sebagai transfer pemerintah dan memiliki peranan yang sangal strategis bagi

tatanan pemerintah daerah. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat terdiri dari :

1.

Jatah berdasarkan suara (vofe) atay anggaran langsung. Jenis alokasi ini
terdapat dalam anggaran nasional yang memiliki jumlah tertentu untuk tujuan
tertentu pula yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan
pengeluaran dalam batas-batas tertentu.

Kapitalisasi (capitalization) penanaman modal saham oleh pemrintah pusat
dalam pemerintah daerah yang dimanfaatkan dalam proyek-proyek yang
menghasilkan pendapatan.

Uang hasil pajak (tax sharing), pengalokasian sebahagian atau seluruhnya dari
penerimaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Alokasi kepada pemerintah dacrah melalui pinjaman pemerintah pusat dimana
dapat diberikan secara langsung atau melalui lembaga kredit yang terpusat.
Alokasi yang diberikan dalam bentuk vang paling lazim berupa hibah maupun
subsidi.

Selanjutnya menurut Undang — Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya didalam
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pasal 10 dijelaskan bahwa pada dasarnya terdapat tiga sumber dana perimbangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu :

kS

Bagi hasil pajak dan penerimaan sumber daya alam (SDA)

Salah satu komponen dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusal
dan Daerah yaitu pembagian hasil penerimaan sumber daya alam (SDA) dan
penerimaan perpajakan (tax sharing ). Yang termasuk didalam bagi hasil
pajak: (a) Pajak bumi dan bangunan, (b) Bea Perolehan atas tanah dan
bangunan dan (c) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 waijib pajak orang
pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, sedangkan pembagian hasil
penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi (a) Pertambangan minyak
bumi, (b) Pertambangan gas alam, (¢) Pertambangan Umum, (d)
Pertambangan panas bumi, (¢) Kehutanan, dan (f) Pertanian.

Dana alokasi umum

Dana alokasi umum (block grant) pada tahun anggaran (APBD) sebelum
tahun 2001 bersumber dari dana Subsidi Daerah (tonom dan Dana Inpres
yang ditransfer dari APBN yang dikelompokkan menjadi DAL.

Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah

tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan wewenang

pemerintah daerah. ]
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2.2.4.  Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Kunarje (1996) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan
dalam  memperiemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan
prasarana dan sarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta, Pengeluaran
pemerintah yang lerus berkembang mengakibatkan penerimaan ncpara harus
ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-
sumber penerimaannya yang sebahapian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting
dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting
lagi adalah penentuan komposisi dari  pengeluaran pemerintah tersebut,
Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai
sasaran dari pembangunan nasional. Dengan komposisi dari pengeluaran tersebut
akan terjawab suatu pertanyaan yaitu pengeluaran mana yang kiranya lebih
diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran
pembangunan atau sebaliknya.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004  tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa pada dasarnya
pengeluaran pemerintah terdiri dari :

1. Pengeluaran Rutin
Yaitu pengeluaran yang dikaitkan dengan vang sifaltnya terus menerus seperti
aktivitas pengeluaran, pembinaan, bimbingan dan sebagainya.

Pengeluaran rutin ini melipuli :
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a). Belanja Pegawai atar Pensiunan
Pengeluaran-pengeluaran yvang tercakup didalamnya adalah @ tunjangan
beras, gaji atau pensiunan, lauk pauk untuk TNI-Polr serta lain-lain
belanja dalam dan luar negeri.

b). Belanja barang
Dibedakan atas belanja barang dalam dan luar negeri,

c). Subsidi dacrah otonom

d). Bunga dan cicilan hutang

e). Lain-lain pengeluaran rutin

2. Pengeluaran Pembangunan

Yaitu kebijakan angparan pembangunan yang lebih ditckankan pada
pengalokasian dana pembiayaan pembangunan pada program atau proyek
yang mendukung tercapainya tujuan  pemerataan, pertumbuhan  dan
kestabilan.

Pengeluaran pembangunan diarahkan pada proyek-proyek yang dapat
meningkatkan laju pertumbuhan ckonomi terutama pada sektor-sektor pertanian
dalam rangka swasembada pangan, seria industri yang menghasilkan mesin, serta
pada bidang dan sektor-sektor lain yang menunjang tercapainya sasaran
pertumbuhan  dan kesinambungan  struktur  perekonomian, Pengeluaran
pembangunan diarahkan pada pembiayaan provek-proyek yang diprioritaskan
u pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

dapat mempercepat laj

sekaligus juga menunjang tercapainya sasaran kestabilan perekonomian.
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Sementara oleh Suparmoko (1987) membedakan pengeluaran negara

dalam beberapa macam yakni

j =

Pengeluaran yang self liguiditing sebahagian untuk seluruhnya, ariinya
pengeluaran pemerintah akan mendapatkan pembayaran kembali dari
masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang berasangkutan.
Pengeluaran vang refroduktif arlinya mewujudkan keuntungan-keuntungan
yang ekonomis bagi masyarakat dimana dengan naiknya tingkat penghasilan
dari sasaran pajak maka pada akhimya akan menaikkan penerimaan
pemerintah.

Pengeluaran yang tidak self liguiditing maupun tidak refroduktif, yaitu
pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan.
Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan
pemborosan, misalnya untuk pembiayaan petahanan atau perang meskipun
pada saat pengeluaran, pada satu sisi terjadi pemborosan namun pada sisi lain
yang menerima mengalami kenaikan pendapatan.

Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang
misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatn. Kalau hal ini tidak
dijalankan sekarang, kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa yang akan

datang pada saat usia lanjut akan jauh lebih besar.
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2.3.  Perckonomian, Anggaran dan Peran Pemerintah

Pada dasarnya arah tujuan umum yang ingin dicapai pelaksanaan kebijakan
ekonomi adalah terciptanya keseimbangan interen dan eksteren, Keseimbangan
interen diarahkan untuk mencapai laju pertumbuhan cknomi yang tinggi, kesempatan
kerja yang meningkat dan laju inflasi yang rendah.

Berkaitan denpan anggaran pemerintah daerah (APBD) khususnya anggaran
belanja pembangunan dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah,
maka hal tersebut dapat dilihat dari hubungan pertimbangan antara pendapatan dan
pengeluaran pemerintah. Schingga dalam hubungan anggaran dikenal beberapa
prinsip yaitu :

1. Anggaran berimbang dan dinamis
Berimbang maksudnya jumlah keseluruhan pencrimaannya sedang dinamis
berarti dalam hal penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula , maka
pemerintah akan mengurangi pengeluarannya agar [efap terjaga keseimbangan.
Demikian juga dengan penerimaan, apabila melampaui rencana semula maka
untuk menjaga keseimbangannya pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya.
Penerapan prinsip ini pada perckonomian berpengarub terhadap stabilitas
(menghindari inflasi), yang diasumsikan banyak tergantung dari tingkat ekspansi

pengeluaran maupun tingkat kontraksi dari penerimaan.
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2. Anggaran defisit.

Anggaran defisit adalah anggaran yang apabila pengeluaran pemerintah
melampaui pendapatnnya. Maka pengaruh yang ditimbulkannya terhadap

perekonomian bersifat ekspansif.

3, Angparan surplus

Anggaran surplus yaitu anggaran yang apabila penerimaan pemerintah lebih besar
dari pengeluarannya. Maka pengaruh yang akan ditimbulkannya terhadap
kehidupan ekonomi bersifat kontraktif terhadap tenaga kerja, produksi maupun
output daerah dan sektor yang lain.

Nurjaman Arsyad, (1992), mengemukakan bahwa bagi negara yang sedang
membangun seperti Indonesia, maka prinsip anggaran defisit yang lebih tepat
ditetapkan karena akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga peranan
pemerintah sebagai pemegang kewenangan dibidang anggaran diharapkan mampu
memaksimalkan fungsi penting tersebul malalui  kebijakan anggaran didaerah
(APBD), yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin agar laju pertumbuhan
ekonomi dapat sesuai dengan potensinya.

Pada dasarmya pengeluaran négara yang meliputi anggaran belanja rutin dan
an atas pemenuhan kebutuhan rutin pemerintah,

pemhmgxmm gelalu didasark

pertimbangan  stabilitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang
tumbuh karena pertumbuhan keadaan negara dan masyarakat, sekaligus juga

dimaksudkan untuk usaha-usaha pertumbuban ekonomi dan pembangunan pada

umumnya.
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2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRE)

Untuk dapat mengukur sejauh mana pembangunan maupun sasaran serta
target pembangunan yang ingin dicapai, maka diperlukan berbagai alat analisis
salah satu diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRDB).
Berdasarkan konsep dari BPS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PDRE
adalah nilai yang ditimbulkan oleh aktifitas faktor-faktor produksi dalam
merubah/memproses bahan-bahan baku/penolong sehingga lebih dekat pada
konsumen atau nilai yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Nilai-nilai dari PDRB tersebut dapat dihitung dengan melalui tiga
pendekatan yaitu :

1. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam
jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang
diterima faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam
suaty wilayah (satu tahun).

3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh

rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit serta ekspor netto

(setelah dikurangi impor), dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu

tahun).

27




Dari segi penyajiannya, PDRB selalu dibedakan kepada dua pendekatan
yaitu, (a) PDRB atas harga berlaku dan (b) PDRB atas harga konstan. Adapun
yang dimaksud dengan PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai
produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku
pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah
merupakan jumlah niali produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai
sesual dengan harga pasar yang tetap pada tahun dasar.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam penyusunan PDRB akan
diperoleh manfaat seperti :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap
sektor,

2. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah,

3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan harga (inflasi/deflasi). dan

4. Sebagai suatu indikator mengenai tingkat kemakmuran.

2.32. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal memiliki peranan yang
sanpat penting dalam sistem perekonomian, khususnya dalam upaya peningkatan
produksi dan pendapatan nasional maupun daerah, Dimana dengan lahirnya
Undang-Undang MNo. 22 tahun 1999 tentang desentralisasi yang selanjutnya
direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

dimana undang-undang ini merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah
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untuk lebih memainkan peranannya dalam perekonomian didaerahnya masing-
masing.
Sehingea bepitu pentingnya campur tangan pemerintah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, maka J. M. Kevness kemudian pada tahun 1930-an ketika
terjadi depresi besar-besaran menegaskan hal tersebut. Analisis Keyness ini
kemudian selanjutnya mendasari bagaimana pemerintah membuat suatu kebijakan
pengeluaran dan penerimaan (fiscal policy) dapat mempengaruhi pembentukan,
pembagian dan penggunaan pendapatan nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut Sarundajang (1999) menguraikan dua
pandangan tentang peranan yang harus dimainkan oleh pemerintah daerah antara
lain:
|. Menekankan peranan pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan
identitas masyarakat setempat. Tujuan pemerintah daerah pada dasarnya
bersifat politik, dalam arti bahwa pemerintah daerah merupakan wadah bagi
penduduk  setempat untuk mengemukakan persoalan mereka dan untuk
meyelenggarakan urusan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan dan
prioritas mereka. Hubungan keuangan pusat dan daerah harus dapat
memungkinkan pembagian kekuasaan antara pernerintah pusat dan tingkat
pemerintah daerah, sehingga tiap-tiap tingkatan memiliki lingkup pemilihan
sendiri.

9. Pemerintah daerah pada dasamya adalah lembaga yang meyelenggarakan

|ayanan-layanan tertentu  untuk daerah, sebagai alat yang tepat untuk
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daerah.

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perckonomian antara lain
adalah (2) melalui angparan belanja, (b) melakukan proses produksi barang-
barang dan jasa-jasa publik, () menjalankan pengawasan atas produksi
(pendekatan secara kontrol),

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa
kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom ,
terdapat 11 (sebelas) bidang pemerintahan diantaranya adalah: (a) Bidang
pekerjaan umum, (b) Bidang kesehatan, (c) Bidang pendidikan dan kebudayaan,
(d) Bidang pertanian, (e) Bidang perhubungan, (fi Bidang industri dan
perdagangan, (g} Bidang penanaman modal, (h) Bidang lingkungan hidup, (i)
Bidang pertanahan, (j) Bidang koperasi dan terakhir adalah (k) Bidang ketenega
kerjaan.

Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka
dilakukan skala prioritas terhadap sektor-sektor yang unggulan. Dimana sektor
unggulan adalah sektor yang menunjang pembangunan dan pertumbuhan
perekonomian daerah.

Walaupun pengeluaran pemerintah secara keseluruhan memegang peranan
penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan, tetapi yang lebih penting lagi
adalah penentuan komposisi dari pengeluaran itu sendiri. Komposisi dari

pengeluaran memegang peranan yang strategis dalam upaya mencapai sasaran
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pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.
Sehingga melalui komposisi pengeluaran, akan terjawab pertanyaan sektor
manakah yang menjadi prioritas dibanding sektor-sektor lainnya.

Dalam menentukan sektor prioritas pembiayaan, ada beberapa kriteria
pengalokasian anggaran yang harus diperhatikan yakni faktor ekonomi, faktor
teknologi, faktor lingkungan, faktor politik, dan fakior administrasi. Pertimbangan
faktor ekonomi menyangkut efisiensi dan keuntungan yang diperoleh dari
pengalokasian anggaran. Faktor teknologi menyangkut kemampuan penyerapan
teknologi yang lebih tinggi dari adanya alokasi anggaran. Selanjutnya faktor
puiilik menyangkut kepentingan stabilitas keamanan dan kepentingan tertentu
lainnya. Faktor lingkungan menyangkut kemampuan menjaga kelestarian alam
serta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Sementara faktor
administrasi menyangkut kemampuan kelembagaan dan pengelolaan alokasi
anggaran dimaksud.

Berangkat dari kriteria diatas, maka pengalokasian anggaran dapat
diklasifikasikan menurut sektor dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.
Kebijakan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam rencana

pembangunan jangka menengah (RPIM). Kriteria dasar penentuan sektor

unggulan adalah :
1. Tingkat kemampuan sektor dalam memberikan sumbangan terhadap

pembentukan PDREB.

2. Tingkat kemampuan menyerap tenaga kerja.
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4.

Potensi menghasilkan komoditas ekspor.
Tingkat keterkaitan antar sektor yang kuat.

Dengan kriteria diatas, dilkukan analisis terhadap seluruh sektor

pembangunan dan lapangan usaha didaerah :

2.

Lad

Memberikan bantuan dana sebagai modal usaha.

Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan ekonomi

rakvat.

. Penyediaan prasarana dan sarana dalam memperlancar distribusi hasil

produksi barang dan jasa masyarakat.
Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
Penguatan lembapa sosial ekonomi masyarakat.

Sehagaimana ditegaskan dalam pola dasar pembangunan daerah propinsi

Sulawesi Selatan mempunyai potensi perekonomian dan keunggulan komparatif

yang perlu dikembangkan sebagai sektor-sektor unggulan ini, sektor-sektor lain

akan ikut bertumbuh dan akan menimbulkan multiplier efect ganda yang dapat

mempercepat perfumbuhan ekonomi daerah.

Sektor-sektor unggulan dalam pola dasar pembangunan propinsi Sulawesi

Selatan adalah sebapgai berikut :

1.

Sektor pertanian dan kehutanan yang menjadi dasar dalam pengembangan

agrobisnis dan agroindustri.

32




*2. Sekior pertambangan dan energi merupakan potensi besar yang dapat
dikembangkan menjadi basis pengembangan industri bagi produk-produk
pertanian di wilayah sekililingnya,

3. Sektor pariwisata yang mempunyai potensi besar dan beraneka ragam yang
apabila dikembangkan secara maksimal maka dapat mendorong
perkembangan ekonomi masyarakat.

4. Sektor transmigrasi dan pemukiman yang potensial untuk dikembangkan
dalam rangka penyediaan tenaga kerja dalam upaya pengembangan pertanian
dan sektor lain di Sulawes) Selatan.

5. Sektor transportasi dan komunikasi yang sangat mendukung semua kegiatan
pembangunan daerah.

Semua sektor tersebut ditempuh berdasarkan rencana pembangunan
jangka menengah (RPJM) yang tujuan fungsionalnya adalah menyajikan prioritas
perencanaan, mengidentifikasi sasaran pada masing-masing sektor, pengaiokasian
dana sesuai dengan penekanan pada sektor bersangkutan, penentuan biaya seria
untuk menentukan tolak ukur keherhasilan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, 1:I-ihampkan terciptanya perekonomian daerah yang
kokoh dan mandiri sebagai usaha hersama sesusi dengan azas kekeluargaan,
mempekokoh struktur perekonomian daerah yang seimbang antar sektor sehingga

mampu tumbuh atas kekuatan sendiri. Dengan industri yang kuat dan maju serta

pertanian yang tangguh, diharapkan hal ini mampu menciptakan nilai tambah

vang schesar-besamya hapgi masyarakat.
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Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, maka partisipasi aktif dan daya
kreasi unit-unit ekonomi dapat meningkat lebih lanjut dengan instrumen peraturan
dagrah (PERDA) dan APBD, ‘De.ngan perkembangan sektor-sektor unggulan,
maka diharapakan hal ini akan mampu menciptakan irickle down effect sehingga
kesejahtleraan masyarakat akan semakin meningkat.

2.3.3. Penelitian Terdahulu

Akhmad Syafruddin (2001), telah melakukan suatu penelitian yang

berhubungan dengan alokasi anggaran pembangunan daerah serta perkenibangan
ekonomi daerah di Kabupaten Waringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada kriteria - kriteria yang digunakan
dalam menunjang pengalokasian anggaran pembangunan yang meliputi prioritas
pembangunan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan
ekonomi daerah, Hal ini dihubungkan dengan 9 sektor PDRB dengan hasil 8
sektor terjadi perbedaan yang berarti perkembangannya tidak searah dan | sektor
yang tidak menunjukkan perbedaan, yang herarti terjadi perkembangan searah.

Hal tersebut berarti bahwa dari 8 sekior yang terdapat perbedaan
menunjukkan pengalokasian anggaran pembangunan tidak secara langsung
meningkatkan PDRB namur terlebih dahulu melalui proses pada periode tertentu,
yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian.

Sementara Abu Helmi (2003), juga telah melakukan penelitian mengenai
hubungan antara fungsi - fungsi anggaran pembangunan daerah dan investasi

swasta terhadap PDRB Propinsi Kalimantan Timur.




Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan investasi swasta
dan anggaran pembangunan berdasarkan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan PDRB
propinsi Kalimantan Timur,

Sementara secara parsial, variabel investasi swasta dan variabel anggaran
pembangunan berdasarkan fungsi distribusi dan stabilisasi mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap perkembangan PDRB Propinsi Kalimantan Timur,
kecuali variabel anggaran pembangunan berdasarkan fungsi alokasi.

Kerangka Fikir Penelitian dan Hipotesis
2.4.1. Kerangka Fikir Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk menunjukkan kemampuan
eckonomi suatu daerah, dimana indikator keberhasilannya dapat diukur dari
meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuki kebutuhan pokoknya
(basic needs), meningkatnya rasa harga diri (self esteen) masyarakat sebagai
manusia, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih, serta
meningkatnya pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka
panjang yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembangunan daerah,
maka dibutuhkan sejumlah investasi untuk menyediakan infrastruktur yang
dibiayai dari alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari Anggaran
2 Daerah (APBD). Pembiayaan pembangunan ini dari

Pendapatan dan Belanj

tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga diperlukan perencanaan
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pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan segala prioritas, khususnya pada
sektor-sekior unggulan,

Dari alokasi anggaran pembangunan yang diinvestasikan melalui
pembiayaan infrastruktur dasar yang merupakan daya dorong bagi perkembangan
ekonomi dacrah dan secara khusus terhadap peningkatan pendapatan masyarakat,
maka diharapkan hal ini pada akhirnya akan mempercepat proses pengembangan
ckonomi pada masing-masing sekior yang mempengarubi Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB).

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam pengukuran hubungan
antara alokasi anggaran pembangunan terhadap perkembangan ekononii daerah
yang pada akhimya akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dan selanjutnya hal ini akan mampu meningkatkan pendapatan
perkapiata masyarakat, maka untuk lebih jelasnya hal ini dapat dijelaskan secara
skematis pada skema 2.1, berikut.

2.4.2. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan leori-teori

vang mendukungya certa beberapa hasil studi empiris diatas, maka hipotesis

dirumuskan sebagai berkut :

1. Diduga anggaran belanja pembangunan, Yang mengarah ke fungsi alokasi,

distribusi dan stabilisasi mempunyai peranan yang cukup berarti dan

signifikan dalam membentuk PDRB propinsi Sulawesi Selatan,

36

i =




2. Diduga alokasi anggaran pembangunan yang mengarah ke fungsi Alokas,

mempunyai peranan yang lebih dominan dalam membentuk PDRI propinsi

Sulawesi Selatan.




skema 2.1, Huhum;an Alokasi Angg:lrnn chhgngunan Tr:rhadap
Perkembangan Ekonomi Daerah

Kebijakan Pembangunan

Daerah
APBD
. Belanja
Alokasi Belanja Alokasi Belanja
Ruiin Pembangunan
w - ¥
i Fungsi Fungsi
F l - agE -
ﬂ::-]:{g;i Distribusi Stabilisasi
v
PDRB
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif.
yimana peneliti dalam melihat sejauh mana pengaruh realisasi alokasi anggaran
,embangunan yang mengarah ke fungsi alokasi, distribusi dan stablisasi terhadap
serkembangan PDRB propinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode kuantitatif
srogresif sampling,

Progresif sampling merupakan metode penelitian, dimana peneliti membatasi kurun
waktu penelitian (time series) guna memfokuskan penelitian. Kurun waktu yang menjadi
fokus penelitian adalah antara tahun 1994-2004.

3.2.  Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan metode
ahservasi dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
mencermati secara langsung ke objek penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan
dokumentasi merupakan tekmk pengumpulan data dengan melalui  pengumpulan

formasi atau menelaah dokumen dan laporan yang dalam hal ini merupakan data

sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

33.  Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh

melalui dinas atau instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi:

1. Badan Pusat Statistik (BP’S) propinsi Sulawesi Selatan

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) propinsi Sulawesi Selatan




ieamping 1u juea di .
DISHIBRING. F4.INe%, SHakukan Penelitian kepustakaag (library research) mengenai

eori-teorh, defenist atau pengertian serta referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya
yang berkaitan dengan objek penelitian,

34. Metode Analisis

Model analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah model regresi

' perganda (mudtiple regresion), dimana model in; akan memperlihatkan hubungan antara
variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikay (dependent variable). Nilai
produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan merupakan variabel terikat,
sedangkan  anggaran pembangunan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi  sebagai
variabel bebasnya.

Posisi nilai PDRB harga konstan (tahun t-2) merupakan fungsi dari, anggaran
fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagai variabel bebasnya, sehingea hal ini dapat
dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

\'rl}l = f{ .t-‘j.] -2 DS =2y Sl.' [.1_] B L 0o o b i O o R {]}

Atau secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas (Sudrajat, 1984)

yaitu
Y Yy P 8E T B >
pt = JS{I' *'d!"‘lr.-i Sy.2 1-2 S pri i |
Dimana
Ypy = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan, tahun t
(Rupiah)
Al {2 = Anggaran Pembmgunan ﬁ]ﬂgﬁl alokasi, tahun t-2 {RH[}]E]]}
Ds,; = Anggaran pembangunan fungsi distribusi, tahun -2 (Rupiah)

St .2 = Anggaran pembangunan fungsi stabilisasi, t-2 (Rupiah)



ﬁ;;ﬁz i

Parameter/Koefisien Fegresi yang hendak diukur

o =  Konstanta
H = Error term
Raroos, pemmRmian () adalsh Merupakan persamaan non linear, maka untuk

memperoleh nilai elastisitasnya maka persamaan tersebut diybal menjadi persamaan

Jinear dengan menggunakan logaritma natural (Ln), sehingga persamaan (2) menjadi:

LnYp, = B0+ Blin Al _, + B2 InDs,_,+B3InSt_,+p .. (3)

Dimana :

LnYp, = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan, tahun t
(Rupiah)

LnAl 12 = Anggaran pembangunan fungsi alokasi, tahun (-2 (Rupiah)

LnDs 12 =  Angparan pembangunan fungsi distribusi, tahun t-2 (Rupiah)

LnSt g2 = Angparan pembangunan fungsi stabilisasi, tahun 1-2 (Rupiah)

b ,"5' ¥4 B = parameter/Koefisien regresi vang hendak diukur

by = Konstanta

H = Error term

Untuk dapat mengambil keputusan sehagai hasil dari pengujian hipotesis, maka hal
ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari koefisien regresi antara

Variabel bebas (independent variabel) dengan variabel terikat (dependent variabel) yang

- mefaly; beberapa pengujian yaitu :
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_ Statistik uji t ( test)

oW drl k = g
Hal ini dilakukan untuk menguiji fingkg signifikansi antara variabel bebas dengan

tahe ikat : .
variabel terikat secara parsial. Dikatakan signifikan jika t hitung > dari t tabel dengan

waraf milai uji 5 %,
. Statistik uji nilai R (koefisien korelasi)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel bebas

dengan variabel terikat.
. Statistik uji nilai R *( koefisien determinasi berganda)
Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari
variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar R® maka semakin kuat
pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, begitupun juga sebaliknya.
. Statistik uji F
Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel bebas
secara simultan terhadap variabel terikat dengan tingkat taraf uji 5 %. Signifikan bila
F hitung sama atau lebih besar dan F tabel.
Batasan Operasional Variabel
Dalam tulisan ini ada beberapa hal yang menjadi inti pembahasan yaitu :

l. Anggaran pembangunan adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai proyek

atau kegiatan baik yang berupa fisik maupun yan non fisik di propinsi Sulawesi

Selatan, dimana dalam tulisan ini digunakan data fime series realisasi APBD dari

tahun 1992 — 2002. Adapun sektor masing-masing fungsi alokasi anggaran dapat

dilihat pada tabel 3.1.
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7. Produk Domestik Regional Bruig (PDRB) adalah merupakan nilai tambah atau

jumiah nilai barang dan jasa akhir Yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu daerah pada satu tahun, PDRB apas dasar harpa kostan menggambarkan nilai

tambah barang dan jasa yanp dihitung dengan menpgunakan harga tahun dasar. Untuk

melihat kinerja perkembangan ekonomi maka dalam tulisan ini digunakan data time

series Produk Domestk Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan propinsi

Sulawesi Selatan dari tahun 1994 — 2004 (tahun 1).

| 3. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian (tahun t-2),

| 4, Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam menjamin distribusi kekayaan dan
pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (tahun t-2).

B Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus diarahkan
untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas dan
laju pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan segala akibatnya terhadap
neraca perdagangan dan pembayaran {(tahun 1-2).

' 36. Sistematika Bahasan

.' Uiituk memudahkan dalam melakukan penulisan, maka gambaran sistematika

II
| pembahasan tulisan ini terdiri dari :

ﬁ
'4.
|
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! gab 1 Pendahuluan
|

Bab ini membahas tentang latar halﬂkang yang mendasari

masalah yang akan d

dihampimn dari hasil penelitian,

; fab 11 : Tinjauan Pustaks

R T & A ——

penulisan, rumusan

ibaha : ; ,
$ dalam tulisan, wjuan penulisan, seria manfaat yang

Bab ini membahas tentang keuangan negara secara teoritis, angparan pembangunan

daerah, perekonomian, anggaran dan peran pemeriniah, serta  kerangka fikir

penulisan dan hipotesis,

Bab I1I : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, metode yang digunakan dalam

pengumpulan data, sumber dan cara pengumpulan data, model analisis, batasan

operasional variabel serta sistematika pembahasan.

Bab IV : Sekilas Tentang Profil Sulawesi Selatan

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari daerah objek penelitian seperts

letak gografis, data perkembangan penduduk (demografi), serta data perkembangan

(kinerja) ekonomi.

Bab V : Pembahasan

Bab ini membahas tentang anggaran belanja pembangunan dan realisasin

produk domestik regional bruto,

belanja pembangunan terhada

p PDEB, serta analisis hasil perhitungan.

ya, profil

hasil perhitungan pengaruh fungsi anggaran
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pab V1 : Reautap

Bab ini membahas tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta

saran-saran yang ingin disampaikan penulis yang berhubungan dengan juﬁul

tulisan.
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Tabel 3.1.

"]
NO-

e

Pengelompokan Sektor Pem bangunan Menurut Fungsi Anggaran

Nama Sektor

Fungsi Anggaran

Alokasi

Distribusi

Stabilisasi

e e T

e e M e TP ST

T T PR T L T TR R

Industri

Pertanian dan Kehutanan

Sumberdaya Air dan Irigasi

Tenaga Kerja

Perdagangan, Perusahaan Daerah & Koperasi
Perhubungan

Pariwisata & Telekomunikasi Daerah
Pertambangan & Energi

Pembangunan Daerah & Pemukiman Kembali
Lingkungan Hidup & Tata Ruang
Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaal
Terhadap Tuhan YME, Pemuda & Olah Raga
Kependudukan & Keluarga Sejahtera

Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanit:
Anak & Remaja

llmu Pengetahuan, Teknologi & Penelitian
Perumahan & Pemukiman

Agama

Hukum

Aparatur Pemerintah & Pengawasan

Politik, Penerangan, Komunikasi & Media Massa
Keamanan & Ketertiban Umum

Subsidi Kepada Kabupaten/Kota

— |

|-1'1"m2:|~3r :

Ps, Realisasi Anggaran Pembangunan M

UNo. 3
P No.sg

i
B

N T

P R T L R R

enurut Sektor

3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke
Tahun 2005 tentang Pengelolaan K euangan daerah

uangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
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BAR 1V

SERILAS TENTANG PROP] NSI SULAWESI SELATAN
41, Letak Geografis

i Propinsi Sulawesi Selatan yang beribukota dj Kota Makassar terletak antara 0 ©12°

- 80° lintang selatan dan 116°48" - 122°36’ bujur timur. Dengan batas-batas wilayah

sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Propinsi Sulawesi Tengah
| 2. Sebbelah timur  : Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara
3. Sebelah selatan  : Laut Flores
4. Sebelah barat : Selat Makassar dan Propinsi Sulawesi Barat

Secara peografis Sulawesi Sel;atan membujur dari selatan ke utara dengan panjang

garis pantai mencapai 2500 km dengan mempunyai 72 sungai besar dan kecil dengan
' panjang 3.203 km. Jumlah aliran sungai terbanyak berada di Kabupaten Luwu sedangkan
. sungai terpanjang yaitu sungai Saddang, dimana sungai ini melalui beberapa daerah yakni
-. meliputi Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar di Sulawesi
' Barat dengan panjang kurang lebih 150 km.

Di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat 4 danau yaitu danau Tempe dan Sidenreng di

kabupaten Wajo serta danau Matano dan Towuti yang berada di Kabupaten Luwu Timur.

| Adapun jumlah gunung yang tercatat sebanyak 7 gunung, dimana gunung yang tertinggi

_r1 adalah gunung Rantemario dengan ketinggian 3.440 km diatas permukaan laut yang

| berdiri tegak diperbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu.
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Tabel 4.1. Luas Daerap Menurut Kabupaten/Kota
Di Sulawesi Selatan Tahun 2004

No. | KABUPATEN/KOTA Ij:]‘é ':;f RS BELAGRAT
- SELATAN (%)

SELAYAR 903,50 1,98
2. | BULUKUMBA 1.154,67 7 53
3. BANTAENG 395,83 0.87
4, JENEPONTO 737,64 1.62
5. TAKALAR 56651 1.24
6. |GOWA 1.883,32 4,13
7. | SINJAL 819,96 1,80
8. | MAROS 1.619,00 3,55
9. | PANGKEP 1.1122.9 2,44
10. | BARRU 1.174,71 2,58
11. | BONE 4.559,00 10,00
12. | SOPPENG 1.359,44 2,98
13. | WAJO 2.506,20 5,50
14. | SIDRAP 1.883.25 4,13
15. PINRANG 1.961,77 4,30
16. ENREKANG 1.766,01 3,87
17. | LUWU 2.901,63 6,37
18. | TANA TORAJA 3.205,77 703
19, | LUWU UTARA 1.4788,96 32,45
20. | LUWU TIMUR* , i

21. | MAKASSAR 175.77 0,39
22. | PAREPARE 99,33 02
23, PALOPO* 4

= TOMLAH 45.574,48 100,00

Sumber : BPS Propinsi Gulawesi Selatan
*Data Masih Tergabung Dengan

(Sul-Sel Dalam Angka 2003)
Induk Kabupaten/Kota
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Luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang lercatal setelah pemekaran dengan
sulawesi Barat analah 4352048 Jon’ JAng meliputi 20 Kabupaten dan 3 Kota, dimana
Kota Parcpare merupakan daerah yang terkecil luasnya yakni hanya sekitar 9933 km’
oau hanya sekitar 0.22 persen sedangkan yang terluas adalah Kabupaten Luwu Utara
yakni sekitar 14.788,96 km" atau sekitar 32.45 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi
Celatan.

41, Demografi

Pendudukk Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survey sosial ekonomi
nasional {susenas) tahun 2004 yang dituangkan dalam Sulawesi Selatan dalam angka
2004 berjumlah 7.379.370 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten dan kota dimana Kota
Makassar adalah merupakan yang terbanyak jumlah penduduknya yakni 1.164.380 jiwa.
Secara garis besar jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang berjenis kelamin

perempuan  lebih banyak dibanding penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini

' tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari seratus. Sampai tahun 2004

jumlah penduduk laki-laki berjumiah 3.618.045 jiwa dan perempuan 3.761.325 jiwa.

i Grafik 4.1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 (%)

Ferernpuaﬁ ‘ i Laki-Laki
50,97 % "m 49,03 %

[.;._E;;;rau‘ru?ﬁm__p@]
. — e

| — - _—

Sumber : BPS Sul-Sel {Sulawes! Gelatan Dalam Angka 2005)
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Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Ragsiq Jenis Kelamin Menurut

Kabupaten/Kota d; Sulawesi Sclatan

I
No. | KABUPATEN/KOTA [—— hilebdl JENIS

LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH Emfnfrm
S i 53222 98,236 111,458 91.39
2. | BULUKUMBA 177,435 196,812 374,247 90.15
3. | BANTAENG 83,447 83,837 167,284 | 9953
4. [ JENEPONTO 161,771 165,718 327,489 97,62
5. | TAKALAR 116,774 127,808 244 582 g1.37
6. | GOWA 283,758 281,494 565,252 100,80
7. | SINJAI 105,767 111,607 217,374 94.77
8. | MAROS 139,885 150,288 290,173 93,08
9. | PANGKEP 131,504 145,620 277,223 90,36
10. | BARRU 76,334 B1,346 157,680 03.84
11. | BONE 326,881 360,105 686,085 90,77
12. | SOPPENG 106,387 118,796 225,183 89,55
13. | WAJO 171,560 191,948 363,508 B9.38
14. | SIDRAP 120,316 127,407 247,723 54,43
15. | PINRANG 158,586 175,504 334,090 90.36
16. | ENREKANG 80,621 88,037 178,658 102.94
17. | LUWUJ 152,351 157,187 309,588 98,84
18. | TANA TORAJA 217,979 202,754 420,733 107.51
19. | LUWU UTARA 247,174 227,918 475,092 108.45
20. | LUWU TIMUR* - - =
21. | MAKASSAR 577,094 587,285 1,164,380 98.26
21. | PAREPARE 56,237 58,696 114,833 95.61
23. | PALOPO 62,832 62,902 125,734 99.88
AT SELATAN | amenes | Ssuses | TomA10 | ST
Sumber ; BPS Sul-Sel, (Hasil SUSENAS 2004)

*Data Masih Tergabung Dengan Induk Kabupatenkota
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ibecberapa daerah, di
D pa » diantaranya Kabupaten Gowa, Enrckang, Tana Toraja dan

a4 menunjuk 10 ieni :
Luwu Utara menunjukkan rasio jenis kelamin lebih besar dari seratus, hal ini berarti

jumiah penduduk laki-laki di kabupaten tersebut “Tobil besi i jumlah penduduk

p.:rempuﬂ"-

Dari sisi angkatan kerja, penduduk usia kerja didefenisikan sebagai penduduk yang
pequmur 10 tahun keatas. Penduduk usia kerjs terdiri dari angkatan kerja dan bukan.
wereka yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan sedang mencari
pekerjaan, sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah,
mengurus rumah tangga maupun yang memiliki aktivitas lainnya (lihat tabel 4.3.).

Tabel 4.3. Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama

di Propinsi Sulawesi Selatan

[ 2003 2004
KEGIATAN UTAMA TOVLAL ) T =

A. Angkatan Kerja 3279832 | 50.27| 3,241,059 53,78
. Bekerja 1054774 | 4682 | 3005369 49.87
- Mencari Kerja 225,058 3,45 235,690 3,91
B. Bukan Angkatan Kerja 3,245,276 49,73 2,784,987 46,22
- Sekolah 1113938 | 1707 984,460 | 16,34
- Mengurus RT 1,618,068 24,30 1,334,430 22,14
- Lainnya 513,270 7,86 a66,097| 774
JUMLAH 6,525,108 100,00 6,026,046 | 100,00

Sumber : BPS Sul-Sel, Hasil SUSENAS 2004 (Data Diolah)

Berdasarkan data penduduk gulawesi Selatan dalam angka 2004, usia kerja di

Sulawesi Selatan berjumlah 6.026.046 jiwa. Dari seluruh penduduk dalam usia kerja

Jang termasuk dalam angkatan kerja berjumiah 3.241.039 Jiv@ €538 sekitar 3,75 peen

dari seluruh penduduk Gulawesi Selatan dan tercatat penduduk yang bekerja sebesar

2l



005.369 jiwa, dan terdapat 235 699 jiwa yan
| B berstatus sedan . _ _
£ mencari pekerjaan. Dari

gk tersebut dapat dinitung tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan sampai

E

Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 dimana yang

ercatat sebesar 3.279.832 jiwa, maka angkatan kerja pada tahun 2004 mengalami
penurunan dimana yang tercatat sebesar 3.241.059 jiwa. Untuk jumlah yang berkerja
pada tahun 2003 tercatat scbesar 3.054.774 jiwa dan pada tahun 2004 mengalami
penurunan menjadi 3.005.369 jiwa.,
43, Kinerja Ekonomi
43.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, maka
data yang digunakan adalah data produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga
konstan. Dengan demikian angka pertumbuhan, yang diperoleh semata-mata
mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihaasilkan oleh aktivitas perekonomian
suatu wilayah pada periode tertentu.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.3. berikut ini, rata-rata laju pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota se Sulawesi Selatan periode tahun 2001-2004 sudah cukup

menggembirakan. Dengan laju pertumbuhan positif pada empat tahun terakhir,

setelah puncak krisis yang terjadi pada tahun1998, merupakan indikaasibahwa

perekonomian di kabupaten/kota s€ gulawesi Selatan mulai berangsur-angsur pulih,

walaupun belum sepenuhnya.
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Tabel 4.4,

e
KABUPATEN/KOTA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | RATA-RATA
=, | SELAYAR B T zncr;-;nm
g | BUELRAMEA 2T 388 a6 4;59 3:?3
3. BﬁHai‘AENF} 3.63 5.8 4.89 . i3
A, JENEPONTO 3.14 4,15 3,76 207 -
5. TAaKALAR 3.74 1.98 627 4.90 7
5. | GCOWA 602 460 402 487 4,88
7. | SINJAI 424 455 466 581 4,82
g, | MAROS 467 322 384 217 3,48
g. | PANGKEP 1291 328 198 6,19 6,09
10, | BARRU 506 586 596 422 527
11. | BONE 535 507 456 2,11 427
12 | SOPPENG 239 471 402 532 4,11
13, | WAJO 3,05 0,19 459 3,07 2,63
14, | SIDRAP 562 634 424 329 4,87
15, | PINRANG 571 423 475 589 5,15
16. | ENREKANG 380 517 526 534 4,89
17. | LUWU 5,93 5,89 6,54 6,11 6,12
18, | TANA TORAJA 2,97 4,16 2,61 4,24 3,50
19, | LUWU UTARA 3,97 510 1.23 3,42 3,43
20, | LUWU TIMUR 541 279 1011 874 2
21. | MAKASSAR 730 714 860 10U7 ke
22. | PAREPARE 302 568 500 623 4,98
2, | PALOPO 957 sl 1021 77 s
SULAWESI SELATAN 5,11 410 525 520 4,91
m: BPS Sul-Sel, (Indikator Ekonomi Sulawest Selatan)
53




o/

‘rala-rala

Pada periode tal
p wn 2001-2004, beberapa kabupaten/kota mempunyai
III

pgnumbuhﬂﬂ cukup tinggi, bahkan jauh melebih; rata,

gelatan. Daerah itu adalah Kota Makassar, Kota pal
C opo,

pangkep, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Barry, Kabupaten Pinrang dan Kota
parepare (lihat tabel 4.4.)

Bila diperhatikan lebih mendalam, walaupun kabupaten/kota terscbut

mempunyai rata-rata laju perlumbuhan ekonomi per tahunnya di atas rala-rata laju

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, tetapi peranan terhadap pembentukan PDRB

Sulawesi Selatan masih relatif kecil kecuali Kota Makassar dan Kabupaten Luwu
Timur. Disamping rata-rata laju perumbuhan ekonomi Kota Makassar menempati
urutan pertama, sumbangan PDRB daerah ini terhadap total PDRB kabupaten/klota
dalam kurun waktu tahun 2001-2004 juga masih jauh di atas liga kabupaten yang
menempati urutan rata-rata laju pertumbuhan di atas daerah ini.

Bila dilihat setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2001
tejadi di Kabupaten Pangkep yakni sekitar 12,91 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini
ditopang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan pada sub-sektor industri besar

dan sedang yang tumbuh cukup tinggl, yakni sekitar 18.64 persen. Dengan hasil

semen dari daerah ini, sehingga sub-sekior industri besar dan sedang daerah ini

menghasilkan nilai tambah sebesar 734,04 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku),

menjadi  penyebab lonjakan pﬂr['!,.lmh'l_lhﬂ.ﬂ sub-sektor  tersebut. Selanjutnya,

pertumbuhan ekonomi tertinggi berikutnya ditempat oleh Kota Palopo. Dacrah yang

da sub-sektor tanaman perkebunan dan sub-sektor

mengandalkan perekonomiannya pa

perikanan ini tumbuh 11,86 persen. Sementard pada tahun yang s, perekonomian
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4i Kabupaten Soppeng hanya tumbyh
2.39 persen dan inilah doerah dengan
Penum'ﬂ“ha“ terendah,

Setahun  kemudi i
emudian, yakni pada tahup 2002 pertumbuhan  ekonomi

rabupaten/kota relatif homogen, tidak ada daerah yang mempunyai pertumbuhan
yang sangat tinggt. Angka pertumbuhan pada tahun ini berkisar antara 2,79 sampai
dengan 7,14 persen, dimana yang tertinggi dicapai oleh Kota Makassar, daerah yang
mengandalkan perckonomiannya pada aktivitas perdagangan dan jasa. Disusul
kemudian oleh Kabupaten Sidrap dengan 6,34 persen. Sementara daerah dengan
pertumbuhan terendah pada tahun ini ditempati oleh Kabupaten Luwu Timur,
Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2003 relatif lebih baik
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya, yakni berkisar
antara 1,12 sampai dengan 10,21 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Palopo
dengan mengandalkan pada sub-seklor tanaman perkebunan dan sub-sektor perikanan
menempati urutan teratas. Kabupatem Luwu Timur menempati urutan pertumbuhan
tertinggi kedua dengan angka sebesar 10,11 persen, walaupun pada tahun sebelumnya
merupakan daerah dengan pertumbuhan terendah. Sementara pertumbuhan ekonomi

terendah ditempati oleh Kabupaten Luwu Utara.

Pada tahun 2004, pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Makassar yakni

sehesar 10,17 persen. Disusul kemudian oleh Kabupaten Luwu Timur, dengan

mengandalkan kegiatan sektor ekonominya pada kegiatan pertambangan nikel, yang

mempunyai pertumbuhan sebesar §,74 persen. Sementara itu, daerah dengan

Pertumbuhan terendah pada tahun 2004 adalah ditempati oleh Kabupaten Jeneponto

dengan angka pertumbuhan sebesar 2,07 PErSe:
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432 Struktur Ekonomi

Manfaat lain dari angka perkembangan PDRB adalah untuk mengetahui

sruktur perekonomian suatu daerah dengan melihat kontribusi masing-masing sektor

rerhadap total PDRB daerah tersebyt. Struktur ekonomi Sulawesi Selatan dalam

gurun waktu tahun 2000-2004 tidak mengalami pergeseran yang berarti (lihat tabel

4.5.). Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Sulawes Selatan masih cukup
besar yakni rata-rata 37,67 persen, tingginya peranan ini terstama ditopang oleh sub-
sektor tanaman pangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar penduduk

Sulawesi Selatan masih mengandalkan mata pencahariannya pada sub-sektor tanaman

Sumber - BPS Sul-Sel, (Indikator Ekon

pangan.
Tabel 4.5. Struktur Ekonomi Propinsi Sulawesi Sclatan
Tahun 2000-2004 (%)

LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 | 2004
1. | Pertanian 39,03 | 37,85 | 37,50 | 3582 | 3817
2, | Pertambangan dan Penggalian 8,70 7,96 T 7.67 | B.16
3. | Industri Pengolahan 11,54 11,78 11,46 11,46 | 13,39
4. | Listrik, Air dan Gas 0,97 1,11 1,21 1,19 1,25
s, | Banguinan 423 | 417 | 403 | 416 | 462
6. | Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,62 16,19 16,54 | 16,91 | 14,89

: 833 7.86 721
Angkutan dan Komunikasi 6,44 7,06 ; ;

- i s : 3.46 3,14 3,84 9,33 5,96
Perusahaan ’
9. | Jasa-J 11,01 10,74 | 10,82 10,73 | 11,16
; ~dd53 e
L]

pml Sulawesi - Selatan)
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' ki ' :
Selain seklor pertaman, sekior Yang mempunyan kontribusi vang cukup besar
dalam  strukiur ckonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 adalah sektor

Pﬁmagﬂﬂgan, hotel dan restoran yakni sebesar 14 89 persen, disusul sektor industri

pengolahan dan sckior jasa-jasa sebesar 11,16 persen dari total pembentukan PDRB.

Sedangkan seklor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB Sulawesi

Qelatan pada tahun 2004 adalah sekuor listrik, air dan gas vakni hanya sebesar 1,25

[:-Erstn.

Bila dicermati secara mendalam, maka tampak bahwa selama kurun wakiu
2000-2004, telah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Sulawesi Selatan. Dimana
Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2000 yang sebesar 39,03 persen telah
mengalami pergeseran menurun menjadi 38,17 persen pada tahun 2004. Kondisi
tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat dengan semakin pesatnya laju
pembangunan disuatu daerah, maka hal tersebut akan berimplikasi pada pergeseran
perubahan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lahan non pertanian seperti
perumahan, pasar, serta fasilitas publik lainnya. Tetapi yang perlu juga dicermati
secara mendalam bahwa pergeﬂeraﬁ pertumbuhan dari sektor pertanian ke sektor
lainnya masih sangat lambat. Dimana penurunan pertumbuhan sektor pertanian dari

tahun 2000 sampai dengan 2004 itu jauh lebih cepat hila dibandingkan den.gan

be
pertumbuhan sektor perdagangan misalnya, yang mana pada tahun 2000 sebesar

o A tahun 2004.
14,62 persen kemudian naik menjadi 14,89 persen pada
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BAB vV
1. Anggaran Belanja Pembangunan dan Hﬂﬂﬁﬂuinya

ehijakan angparan belan;
Kebi) BB anja pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

“E'“i]iki TS yang sangnt penting dalun mempercepal pertumbuhan ekonomi, karena
esungguhnya pembiayaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur, fasilitas publik,
yuman investment, serta sektor lainnya adalah merupakan upaya untuk mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi (growth enhancing) dari sisi kebijakan fiskal. Dimana diharapkan
agar pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mampu mendorong
Jivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak
langsung dapal mempenga ruhi total out put (PDRB) yang dihasilkan.

Pada dasamya pemerintah dalam melaksanakan  kebijakan | anggaran
pembangunan senantiasa mempertimbangkan skala prioritas pengalokasian anggaran
yang terbatas berdasarkan fungsi anggaran yang diharapkan. Sehingga muliiplier efect
yang ditimbulkannya terhadap aktivitas perekonomian, secara keseluruhan masyarakat

dapat ikut terlibat didalamnya dan dapat ikut serta merasakan hasil-hasilnya.

Untuk melihat perkembangan realisasi anggaran belanja  pembangunan

pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1992 — 2002, maka hal ini dapat dilihat

pada tabel 5.1, berikut ini. Anggaran belanja pembangunan Yang direalisasikan

selama kurun waktu yang diamati dari tahun

tif. Pada tahun 1992/1993

Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan

1994/1995 — 2004 telah mengalami perubahan Yang fluktua

fealisasi anggaran belanja pembangunan peﬂlﬁrintah propinsi Qulawesi Selatan mencapal

Rp68.109 (juta).
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L BT

Tabel 5.1. Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Fungsi Angparan Tahun 1992 — 2002 (Juta)

o
ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN
TAHUN FUNGSI : TOTAL | PERUBAHAN
ANGGARAN (%o
ALOKASIL | DISTRIBUSI | STABILISASI )
| i
1993”994 24 026.00 16,834 55 22 883.45 63,344.00 -7.00
1604/1995 28,737.00 17,562.00 38.367.00 84 666,00 13.65
1905/1996 40,053.00 13,631.00 35674.00 §3,356.00 5. 54
1896/1687 45,239.00 16,849.00 37,443.00 99, 531.00 11.38
1997/1498 £2.493.00 29 330.00 44,302.00 129 125.00 29.73
1988/1999 61.909.88 20,527.45 38, 601.04 119,128.37 -7.74
1958/2000 61,343.98 35, 144,66 17,334.74 133,823.38 12.34
1.150.72 20.42
2000 53,698,490 58,595.12 38,857.11 161,15
119,250.96 -26.00
2001 §1,908.90 20,650.02 35,691.04
839.83 347.977.44 191.80
2002 140 737.38 69,400.23 128,

Sumber - BAPPEDA S

ul-Sel Dan BPS Sul-Sel (Data Diolah)
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' da tahun 1993/1994 reaficac: : .
gelanjulnya pa realisasi ini kemud;
ian mengalami penurunan

-7 % atau setara dengan Rp 63.344 (juta) .Pada tahug 199411995 jumlah relaisasi
relansas

pelanja pembangunan yang dikely :
paran arkan oleh pemerintah propinsi Sulawesi
qilatan sehesar Rp 84.666 (juta).

Untuk tahun 1995/1996 jumiah mengalami peningkatan menjadi Rp 89.358 (juta)

oy mengalami peningkatan 5,54 % dibanding tahun sebelumnya dan selanjutnya pada
ghun 1996/1997 anggaran belanja pembangunan yang terealisasi terus mengalami
eningkatan hingga mencapai total Rp 99.531 (juta) atau naik 11,38 % dari tahun
sehelumnya. Pada tahun 1997/1998 total anggaran belanja pembangunan yang
erealisisasi terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana kenaikannya
qencapai 29,73 % dari tahun sebelumnya dengan total anggaran sebesar Rp 129.125
(juta). Namun pada tahun 1998/1999 total realisasi anggaran belanja pembangunan
mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai titik terendah yakni
sehesar Rp 119.128,37 (juta) atau turun 271,74 % bila dibandingkan dengan tahun
sthelumnya.

Memasuki tahun 1999/2000 realisasi anggaran belanja  pemerintah propinsi
Sulawesi Selatan untuk membiayai pembangunan kembali mengalami peningkatan yang

: i i lisasi
signifikan yakni sebesar Rp 133.823,38 (juta) alau naik 12,34 % dibanding total realisast

alisasi anggaran belanja
shun  sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2000 re

i i peni hesar 20,42
| Pembangunan propinsi Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan se

- i 161.150,72 (juta).
% dari tahun sebelumnya dengan total realisasi mencapai Rp

isasi j unan kembali
Sedangkan pada tahun anggaran 2001 total reslisasi belanja pembang

sumlah Ep
Mengaa 04 atau Setara dengan juml
mi kontraksi penurunan gehesar -26,00

11




|t'if--'755'{}*Elﬁ (juta). Sedang untuk tahun anggaran 2002 (pyal

realisasi angparan belanja

qnunan kembali mengalami peningkatan : S
embang k Yang sangat signfikan yakni naik sebesar

(91,80 a4, dari tahun 2001 atau setara dengan dengan nifa; sehesar Rp 347.977 44 (juta)

Areh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi

Sulﬂ“ﬂi Selatan selama periode pembangunan jangka panjang (PJP) T lebih di fokuskan
pada pembiayaan proyek yang mendukung dan menopang pembangunan penyediaan
grana dan prasarana fital yang mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian
erhadap total out put (PDRB). Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut maka
pemerintah propinsi kemudian menuangkannya dalam beberapa program seperti
sGerakan Peningkatan Komoditas Ekspor 2 Kali Lipat™ (Grateks 2), “Gerakan
Pembangunan Ekonomi Masyarakat”™ (Gerbang Emas) serta pemberdayaan potensi
ekonomi masing-masing daerah melalui program “Bosowa Sipilu”. Guna menopang
pencapaian program pembangunan tersebut, maka arah kebijakan alokasi anggaran
sembangunan vang dilaksanakan senatiasa difokuskan pada pembiayaan sektor-sekior
unggulan dalam rangka penyediaan infrastruktur pendukung bagi program tersebut.

5. Profil Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan produk domestik regional bruto (PDRE) propinsi Sulawesi Selatan

tshun 1994 - 2004 (atas harga konstan 1993) telah mengalami per.b:emhangm yang

i 1995 yang
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan antar tahun 1994 sampai b

o : ; o
telzh mengalami pertumbuhan sebesar 8,12 %. Hal ini banyak ditopang oleh peningkat

ustri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel

kontribusi sektor pertanian, sektor ind

i itif dan signifikan
dan restoran, Untuk tahun 1996 kembali terjadi pertumbuhan yang el

rtumbuhan ini

dimana pe
%besar 8,47 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
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panyak didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dari seklor-sekior ungpulan seperti

p oduk-produk unggulan dari sektor pertanian, sekior industs; pengolahan serta sektor

mﬂﬂﬂﬂaﬂ‘untuk melihat perk-ﬁ:mbangan produk domestik I'f:gicma! bruin (PDRBE) pmpiru;i

sulawesi Selatan berdasarkan harga konstan 1993, maka hal ini dapat dilihat pada tabel

5.2, berikut inl.

Tabel 5.2,

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Tahun 1994 - 2004 Atas Harga Konstan 1993 (Juta)

PERUBAHAN
TAHUN PDRB

(Ya)

1994 8,088,147.10
1995 3.744.917.36 8.12
1996 0,485,863.15 8.47
1997 9.893,420.13 4.30
1998 9,366,229.18 -5.33
1999 9,631,072.65 2.83
2000 10,101,947.63 4.89
- 2001 10,615,491.44 5.08
2002 11,092,995.70 4.50
2003 11,690,525.15 5.39
2004 12,187,846.64 4.25
RATA - RATA 4.25

i kﬂnﬂ:l‘ﬂl. S'I.I]-Sﬂi I:D-Et& Dic}lah}
Lt P -Sel Iﬂlﬂlkﬂt{lrE
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pada tahun 1997 produk domestik regional
bruto (PDRB)
Sula

: : Selatan
;i mengalami pertumbuhan positif sebesar 4 B
jorno? r 430 % namun
pertumbuhan

|d:'i|'| km][ bila dibandingkan dengan

ghelummyd- Hal ini diakibatkan oleh penurunan kontribusi beberapa sektor i
seperti sektor

Fnﬂmbﬂ"'gﬂn dan galian serta sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya
nﬁnhﬂﬁkan kontribusi yang sangat besar. Sedangkan untuk tahun 1998 perkembangan
jRB Sulawesi Selatan telah mengalami penurunan pertumbuhan negatif yang sangat
i yakni mencapai level -3,33 %. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari puncak krisis
Aonomi yang dialami bangsa Indonesia pada waktu yang bersamaan. Mamun kondisi ini
iz satu  sisi menimbulkan efek bagi sektor-sektor ekonomi yang banyak
nengeantungkan bahan bakunya terhadap barang impor scrta sangat rentan terhadap
engaruh fluktuasi ekonomi global seperti sektor industri pengolahan, scktor bangunan,

wria sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Namun pada sisi lain kondisi ini

justru memberikan angin segar bagi cektor-sekor ekonomi yang bahan baku lokanya lebih

besar serta memiliki orientasi pasar ekspor seperti sektor pertanian dan sektor

pertambangan dan penggalian.

Untuk tahun 1999 PDRB Sulawesi Gelatan telah mengalami pertumbuhan positif

i tif.
wthesar 2,83 % dibanding tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan nega

Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari telah membaiknya sektor-sektor ekonom! Yang

ortumbuhan negatif. Perbaikan
rsewaan dan jasa perusahaan

bad . ini mencakup
2 tahun sebelumnya justru mengalami P
Mua sektor-sektor ekonomi kecuali sektor kevangan, pe

a sektor pertanian mas
elatan. Selanjutnya pada tahun

ih menjadi sektor
*langkan sektor pertambangan dan galian sert

PMumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Sulawesi 5
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2000 kembali PDRR mengalami pertumbuhan positif sehesar 4,89 9, Pertumbuhan ini

semakin meningkat kareng diakibatkan oleh semakin membaiknya semua sektor-sektar

ekonomi yang telah porak-poranda pada puncak krisis tahun 1998, termasuk sudah

pulihnya sektor kuangan, persewaan dan lasa perusahaan dimana kemudian masyarakat

dan dunia usaha dapat lebih mudah mengakses sumber-sumber pembiayaan dan modal

usaha.

Pada tahun 2001 kembalj PDRB Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positf

sebesar 5,08 % dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuban  ini banyak didorong oleh

semakin berhasilnya program Gerakan Peningkatan Komoditas Ekspor 2 Kalj Lipat

“Grateks 2 yang (elah dicanangkan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Selatan sebagai

upaya uniuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program peningkatan

kualitas dan kuantitas produks hasil-hasil pertanian yang memiliki nilai jual ekspor yang
tinggi. Serta upaya ini Juga ditopang oleh semakin meningkatnya penyaluran kredit yang
dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya guna mebiayai sektor-sektor
ekonomi lainnya. Untuk tahun 20072 perkembangan PDRB Sulawesi Selatan mengalami
pertumbuhan positif sebesar 4,50 %, namun pertumbuhan ini jauh lebih kecil bila
dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan tahun sebelumnya. Kondisi ini banyak
di]:lﬂﬁgamhi oleh penurunan kontribusi dari beberapa sektor-sektor ekonomi yang selama
ini banyal menopang pertumbuhan .f.:knncrmi Sulawesi Selatan seperti sektor pertanian,
Penurunan inj diakibatkan oleh telah bergesernya fus-ngsi lahan pertanian menjadi
Ferimahan serta fasilitas-fasilitas publik lainnya, sementara arah kebijakan pemerintah

Unty melakukan ekstensifikasi lahan pertanian tidak ada. Disamping itu struktur

tkonomj Sulawesi Selatan pada tahun 2002 mulai mengalami pergeseran dari sektor
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‘an ke sektor industri
: Pengolahan, sekin; Perdagangan, hotel

dan restoran serta
gﬂktgrjaﬁ-&'jasa lainnya. =

tahun 2003 p i
Pada DRB Sulawes; Selatan kembalj mengalami  pertumbuhan

- AT |
positif yang signiitkan sebesar 5,39 %, Pencapaian pertumbuhan ini dominan didorong

oleh semakin meningkatnya kontribus; sektor pertambangan dan galian, sektor industri
F“Eﬂlahim’ sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan
jasa perusahaan. Adapun sekior pertanian yang selama ini menjadi sektor ekonomi
primacdona Sulawesi Selatan walaupun mengalami pertumbuhan namun pencapaian ini
jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi diatas. Sedangkan untuk
tahun 2004 pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan kembali mengalami pertumbuhan
positif sebesar 4,25 %. Meskipun mencapai pertumbuhan positif, namun bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pencapaian ini masih lebih kecil. Hal ini
banyak diakibatkan oleh semakin menurunnya Imnﬁhusi sektor pertanian dan sekior
listrik, gas dan air. Sementara program Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat
"Gerbang Emas”™ yang dicanangkan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan pada tahun
W03 telah menunjukkan hasilnya. Dimana program ini dimaksudkan untuk lebih
memberdayakan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing Fabugaiiats

di Sulawesi Selatan. Keberhasilan program ini dapat ditunjukkan melalui aeuln?.km

; ikasi,
meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan, sektor angkuten dan komun

sektor perdagangan, hotel dan restoran Seria sektor banngunan.
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. Hasil Perhitungan

Pengaruh g i
Ungsi Anpparan Belanja Pembangunan

Terhadap PDRB Propinsi Sulawesj Selatan

Untuk membuktikan hipotesa yang diajukan dalam penulisan ini, maka dilakukan
3 ilaku

sungan regresi dengan metode i li .
perhi g regresi linear berganda. Metode inj merupakan suatu

analisa kuantitatif yang digunakan unwk menghitung koefisien regresi hubungan

qariabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) secara individual dan
mm}rejuruh.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data realisas; g
helanja pembangunan berdasarkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi pemerintah
propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan data time series yang dimulai sejak tahun
1992 = 2002,
Tabel 5.3.
Hasil Regresi Anggaran Pembangunan Fungsi Alokasi (Al;), Distribusi (Ds,)
dan Stabilisasi (St,2) Terhadap PDRB (Yp) Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 1992 - 2002

; . i
Variabel Bebas K;:;::i“ B r t hitung ig
Ko 1023 | 0,000

Konstanta (Yp 8.5 .

Alokasi (Al,2) 8.6 2,160 0,665

istrd 0 0,456 0,662
Distribusi (Ds,.) 15 0271 0,17

0,062
ili 0,642 -2,213 "

Stabilisasi (St,) 7,6 -1,664
E“-—-—-__

“niber : Hasil Pehitungan Regresi (Data Terlampir)
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5.3.1. Koefisicn Represi

Setelah dilakukan perhitungan regresi linear berganda, maka diperoleh
iperoleh hasil
persamaan sebagai berikut ;

?FI - 335 + ﬂ'r'ﬁ *‘HI-I T 1,3 D‘St,z - 1.6 S't-l_g

21023) (2356)  (0.456)

(-2,213)*
R = “:EE& F tﬂﬁt - 'ﬂ;?gﬂ
R = 0,790
¢ Nilai t-test

Dari hasil persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

« Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel fungsi Alokasi (Al)
anggaran pembangunan, memberikan pengaruh positif nyata terhadap perubahan
PDRB. Sedangkan secara parsial hubungan keeratan antara fungsi alﬂlc.as.i
terhadap PDRB sebesar 66,5 o Sementara hasil perhitungan regresi
menunjukkan koefisien sebesar %,6. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan
peningkatan sebesar §.6 satuan realisasi fungsi alokasi anggaran pembangunan

pada kurun waktu 2 tahun sebelumnya (t-2), maka hal ini akan memberikan

dampak padai peningkatan PDRB sebesar 1 satuan pada tahun tersebut (t) dan

sebaliknya.

* Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel fungsi Distribusi (Ds)

anggaran pembangunan, memberikan pengaruh positif nyata terhadap perubahan
PDRB. Sedangkan secard parsial hubungan keeratan antara fungsi distribusi
terhadap PDRB sebesar 17 Y. Sementara hasil perhitungan regresi menunjukkan
bahan peningkatan sebesar

koefisien sebesar 1,3 Hal ini herarti bahwa setiap peru
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1,5 satuan realisasi fungsi distribusi anggaran pembangunan pada k kiu 2
urun wakiu

tahun sebelumnya (t-2), maka hal ini akap memberikan dampak pada kenaikan |
d Kénaikan

satuan pada PDRB tahun tersebut () dan sebaliknya

» Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel Fungsi Stabilisasi (St)

anggaran pembangunan memberikan pengaruh negalil terhadap perubahan PDRB.
Sedangkan secara parsial hubungan keeratan antara fungsi stabilisasi terhadap
PDRB sebesar 64,2 %. Sementara hasil perhitunpan regresi menunjukkan
koefisien sebesar -7,6. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan penurunan sebesar
7,6 satuan realisasi fungsi stabilisasi anggaran pembangunan pada kurun waktu 2
tahun sebelumnya, maka hal ini akan meberikan dampak pada kenaikan | satuan
pada PDRB tahun tersebut (t) dan sebaliknya.
532, Uji Signifikansi Pengaruh (Uji-t)
Untuk menguji signifikansi dan koefisien represi, maka harus diuji dengan
yji-t rasio, dimana hal ini berarti membandingkan antara uji t-hitung dengan uji t-
tabel. Dimana apabila vji t-hitung = t-tabel berarti diasumsikan Ha ditolak dan H,
diterima, tentu akan berpengaruh signifikan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diteliti,
yang berpengarub tidak signifikan, hal ini terbukti dari t-hitung

ternyata satu variabel

< t-tabel. Hasil regresi menunjukkan koefisien uji & variabel fungsi Distribusi (Ds)

— 0.456 < 1,895 Hasil uji t variabel fungsi Alokasi (Al)

| 805, berart fungsi Alokasi signifikan

anggaran pembangunan

anggaran pembangunan = 2,356 > g n
men £ : ; Jicasi (S an
berpengaruh positif sedangkan koefisien Wi t yariabel fungst Stabilisa goara
ban : e i -
5 7213 > 1,89 berarti variabel fungsi Stabilisasi memiliki penga
m gunarl e 2 T
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0,05.
Dari hasil pengujian tersebut

diatas, menunjukkan bahwa perubahan PDRB

propinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu penelitian 1994 - 2004. adalah
I ’ sangat

dipengarubi oleh variabel fungsi alokasi dan stabilisasi angparan pembangunan pada

kurun waktu 2 tahun sebelumnya (t-2).

53.3. Uji Koefisien Korelasi (R)

Koefisien Korelasi (R) : Untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan
antara variabel bebas (fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi) dan variabel terikat
(PDRB) secara bersama-sama, maka hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi
(R). Nilai R terletak antara Odan 1 atau0=R=1.

Koefisien korelasi sebesar 0,889, hal ini berarti bahwa korelasi antara fungsi
alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran pembangunan terhadap perubahan PDRB
adalah memiliki hubungan yang kuat dan searah.

534. Uji Determinasi (R")

Koefisien Determinasi (R’} : Untuk mengetahui seberapa besar variasi

perubahan variabel terikat ditentukan oleh variasi perubahan variabel bebas secara

< psl.
bersama-sama, dimana nilai R terletak antara 0dan1atan0< R™ =1

Koefisien determinasi {RE} sebesar 0,790, i berarti bahwa fungsi alokasi,

i ibusi sebesar 79
distribusi, dan stabilisasi anggaran pembangunan memberikan kontribusi sebe

gkan sisanya 21 persen ditentukan oleh

persen terhadap perubahan PDRB, sedan

faktor-faktor lain selain dari variabel bebas.
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535 UiiF

nalisis Variance (Uji F) -
A e (Lji F) : Untuk menguji keberartian atau signifikansi dari

Pﬁ"gﬂ'mh variabel terikat secara bersama-samg terhadap variabel beh
a as,

Dari hasil penclitian diperoleh F-hitung sebesar 8.798, sedangkan Fiabel
3 ¥ ~tabe
sebesar 435, yang berarti  bahwa  F-hitung > Ftabel, berarti Hy ditolak dan H
3 n |
diterima dengan dengan taraf signifikansi « = 0,05, Hal ini i i

pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat adalah signifikan

54 Analisis Hasil Perhitungan

Koefisien regresi fungsi Alokasi (Al) yang menunjukkan pengaruh positif
©erhadap PDRB, hal ini menjelaskan bahwa untuk mendorong PDRB Sulawesi Selatan
maka diperlukan adanya peningkatan fungsi alokasi anggaran pembangunan. Hal ini
mengingat bahwa dengan semakin meningkatnya ketersediaan sarana infrastruktur
pendukung dibidang pertanian, perhubungan, irigasi, industri dan sebagainya, maka hal
ersebut  secara simultan akan berimplikasi langsung bagi peningkatan aktifitas
perekonomian masyarakat seperti produksi, distribusi dan konsumsi yang pada akhirnya

skan mendorong peningkatan PDRB.

Koefisien regresi fungsi Diistribusi (D) menunjukkan pengaruh negatif terhadap

PDRE, hal tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pembangunan ke fungs!

i dan
fistribusi yang meliputi pendidikan, kesehatat, kependudukan, ilmu pengetahuan

i o i pooi neninekatan PDRB pada
#bagainya. Itu tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi pen gka

i i an ini lebih
hun jtu juga atau dalam kurun waktu yang singkat. Namun fungsi anggaran !

i il masa vang akan
banyak bersifat human investment, Yang hasilnya baru dapat dilihat pada ya

. Gatang
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Koefisien regresi fungsi Stabilisasi (Sp) menunjukkan pengaruh positif terhadap

JDRB. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi fungsi siabilisasi anggaran
Fgﬁihfl“ gunan yang meliputi bidang perahanan dan keamanan, agama, hukum, aparatur
amerintzh dan sebagainya. Hal ini akan sangat berimplikasi langsung dalam mendorong
PgﬂEnE.kamn PDRB Sulawesi Selatan. Mengingat sekior-sekior vang dibiayai oleh
4nogaran pembangunan fungsi stabilisasi adalah dominan merupakan sektor pendukung
bagi UPAY2 untuk meningkatkan PDRB. Dimana dengan terciptanya sistem administrasi
dan pelayanan pemerintahan yang baik serta kondisi masyarakat semakin aman, damai
Jan tentram Serta taat dan patuh terhadap hukum, maka hal ini secara tidak langsung akan

perimplikasi pada peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang pada akhimya akan

mﬂﬂﬂ_mng ]Eni ngkﬂtﬂﬂ. PDRB :
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BAB V]

PENUTUP
6l Kesimpulan
pari hasil analisis data dan pembahasan mal
8 dapat ditarik kesim s
pulan sebagai
perikut -

. Seckd parsial hubungan variabel bebas yakni anggaran pembangunan fungsi alokasi,
distribusi dan stabilisasi terhadap variabel terikat yaitu PDRB menunjukkan bahwa,
dari tiga variabel bebas yang diteliti ternyata satu variabel yang memiliki pengaruh
idak signifikan yakni fungsi distribusi (Ds). Sedangkan variabel anggaran
pembangunan fungsi alokasi (Al) dan Stabilisasi (St) memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap peningkatan PDRB Ppropinsi Sulawesi Selatan.

3. Secara simultan hubungan variabel bebas anggaran pembangunan fungsi alokasi,
distribusi dan stabilisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDREB
propinsi  Sulawesi Gelatan. Namun secara parsial variabel fungsi alokasi dan
stabilisasi merupakan fungsi anggaran pembangunan yang paling signifikan dalam
membentuk PDRB Sulawesi Selatan.

b2, Saran

l. Oleh karena anggaran pembangunan fungsi alokasi dan stabilisasi, merupakan fun gsi

anggaran pembangunan YAng memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap

PDRB propinsi Sulawesi Selatan. Maka chaiknya Pemerintah dglam menyusuo

unan Aagar genantiasa nmmpeﬂimbangkan

kebijakan alokasi anggaran pembang

fungsi alokasi
Peningkatan pembiayaan sektor-sektor pembangunan yang ada dalam Tungs!

dan stabilisasi.



y Meskipun anggaran pembangunan fungsi distribys; memiliki hubungan neg;‘tifd
, #n
idak signifikan dengan PDRB propinsi Sulawesi )

Selatan, Maka peningkatan alnﬁasi
pgaran pembangunan untuk pembiayaan seklor-sektor pembangunan yang ada

galam kedua  fungsi tersebut tetap diperlukan, Hal jn; mengingat sektor-sektor

ersebut merupakan seklor pendukung dan investas; jangka panjang bagi upaya

pemerintah dalam mendorong peningkatan PDRB propinsi Sulawesi Selatan,
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